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MOTTO

“Hidup bagaikan menaiki sepeda, untuk menjaganya tetap seimbang, anda harus
terus bergerak”

“’Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Rad ayat 11)

“Jangan biarkan ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh
sedangkan engkau tetap lelap dalam tidur *’(Lukman Hakim)
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ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan
mengendalikan kegiatan eksekutif dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan
konstitusi dan keinginan rakyat. Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden
hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada
lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif
dalam sistem presidensial di Indonesia, dan mekanisme pengawasan parlemen terhadap
kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sumber data
sekunder. Metode analisis data bersifat kualitatif dan metode kesimpulan bersifat induktif.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan
terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum,
kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun
keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya
transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum.
Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah check
and balance yang kuat, transparansi dan akses informasi, penguatan peran masyarakat sipil,
serta peningkatan kapasitas dan sumber daya pengawas.

Kata Kunci: Pengawasan, Parlemen, Eksekutif.
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ABSTRACT

The House of Representatives (DPR) as the legislative body has the authority to control the
activities of the executive and ensure that policies are in accordance with the constitution
and the wishes of the people. This consolidation of power expands the powers of the
president to include legislative and judicial functions, although in principle no state
institution is the centre of power. This study aims to determine the strengths and limitations
of parliamentary oversight mechanisms on executive policies in the presidential system in
Indonesia, and parliamentary oversight mechanisms on executive policies in Indonesia in
the context of the presidential system. The research method used is normative juridical. The
sources and types of data in this research are secondary data sources. The data analysis
method is qualitative and the conclusion method is inductive. The results of the research
obtained that the DPR has the authority to supervise the executive but there are constraints
such as political constraints, legal constraints, institutional constraints, information
constraints, time constraints, independence and transparency. The limitations of oversight
of the executive are centralised power, lack of transparency, limited resources, political
influence, and lack of law enforcement. Meanwhile, the ideal parliamentary oversight
system for the Indonesian constitution is a strong check and balance, transparency and
access to information, strengthening the role of civil society, and capacity building.
Keywords: Oversight, Parliament, Executive.
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